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ABSTRACT 

 

 The study, entitled LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF 

WRONG CAPTURE CASE STUDY DECISION NO. 1131 / PID.AN / 2013 / 

PN.JKT.SEL jo PK / PID.SUS / 2015 aims to find out, understand, analyze, and 

study legal protection in Indonesia. 

 The research method used in this thesis uses the juridical normative 

research method which is a library research, namely research on legislation and 

literature related to the material discussed. 

 Based on the results of the research, it can be concluded that first: that the 

same thing for applying for rehabilitation as a result of illegal detention, the filing 

mechanism is regulated in Article 97 of the Criminal Procedure Code. The 

formulation of article 95 and article 96 of the Criminal Procedure Code 

concerning compensation, has not completely regulated the time limit for filing a 

claim for compensation, the basis for the consideration given or rejected by the 

claim for compensation or the party responsible for paying compensation, 

completed and clarified by Government Regulation Number 27 1983 concerning 

the Implementation of the Criminal Procedure Code Article 7 to Article 11. 

Provisions regarding rehabilitation in the Criminal Procedure Code are in Article 

97 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3). Prior to that article the 

definition of Rehabilitation was contained in Article 1 Point 23 Furthermore, as 

was the case with the provisions for compensation. 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KORBAN SALAH TANGKAP STUDI KASUS PUTUSAN NO. 

1131/PID.AN/2013/PN.JKT.SEL jo PK/PID.SUS/2015 bertujuan untuk 

mengetahui, memahami, menganalisis, serta mengkaji perlindungan hukum yang 

ada di Indonesia. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan 

dengan materi yang dibahas. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : bahwa Hal yang 

sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, 

mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rumusan pasal 95 dan 

pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik 

mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan 

yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang 

bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai Pasal 11. Ketentuan tentang 

rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). 

Sebelum pasal itu definisi tentang Rehabilitasi terdapat dalam dalam Pasal 1 Butir 

23 Selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian. 

 

Kata Kunci : Salah Tangkap, Praperadilan, Pertanggungjawaban Pidana 
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